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Pelanggaran adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang. Contohnya

tidak menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor, tidak menggunakan sabuk
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* ibid
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® Balian Zahab. 2010. Peran Serta Kepolisian Dalam Menyikapi Penyakit Masyarakat.
https://balianzahab.wordpress.com/e-jurnal-hukum/. diakses tanggal 14 April 2015.
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Penyakit masyarakat merupakan gejala yang membuat masyarakat seluruhnya atau
sebagian tidak berfungsi sebagai wadah yang memberi kemungkinan kepada warganya
mencari dan memenuhi kewgipfaﬁgar?\pﬁaﬁ dankesehatan). Gejala
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araka : al ya

menyebak

18819/ ol

pemimpin

n

asyarakat g

ban masyarakat hendaknya juga ber

Beberapa dari

Kabupaten Rokan Hulu terletak di pro perbatasan langsung dengan Sumatera

" ibid



Barat dan Sumatera Utara. Penduduk dari kabupaten ini terdiri dari berbagai suku, yaitu:

Batak, Minang, Jawa, Melayu, dan sunda.
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® Dari data penelitian KABID OPS Ketentraman dan Ketertiban SATPOL PP Rokan Hulu tanggal 3 Maret 2016.



sikap aktif masyarakat untuk dapat melaporkan kasus penyakit masyarakat yang ditemukan di
lingkungannya kepada pihak kepolisian. Untuk menindak lanjuti laporan dari masyarakat
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° Hasil prapenelitian berupa wawacara dengani AKP Rachmat Muchamad Salihi Sik selaku Kasat Reskrim
Polres Rokan Hulu pada tanggal 12 juli 2015.



2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam upaya pemberantasan penyakit

masyarakat di Polres Rokan Hulu.
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"Penegakan

Hukum. Satjipto Rahar ukakan bahwa penegakan hukum

merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep



menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan

keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai
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1% Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosologis, Badan Pembinaan Hukum Nasional

Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983, him. 24.

1 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhu Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 1983, him. 5.

2 Ibid.



3. Faktor sarana atau fasiltas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
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individual.

'3 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2002, him. 109.



c) Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang

muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum
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** Mardjono Reksodipuro, Kriminologi@an Sistem'Perad Karangan Buku Kedua, Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Jniversitas Indonesia, 1997, him. 120.

> Muladi.Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,Badan Penerbit Universitas Dipenogoro
Semarang.1995,him.8.

'® Barda Nawawi Arief, Op cit, him. 77

" Ibid,.hal.73

*® Ibid,.hal.32




Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus
diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain
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19 Barda Nawawi Arief, Op cit, him.73-74



hukum pidana). Oleh karena itu sering di katakan bahwa politik atau kebijakan
hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum( law
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2! Soedarto,Kapita Selekta Hukum Pidana,Alumni,Bandung.1981,him113-114



Penanggulangan kejahatan Emperik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu?

1. Pre-Emtif

men ‘l indak.pidana
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22 Amir Ilyas. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta. Rangkiang Education. 2012. him 69.



3. Represif

pielang/kejahatan yang
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2 pydi Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Laksbang Mediatama,
Surabaya,2007,hIm..28.



2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus
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 Dwi Adi K, Kamus Praktis Bahasa Indonesia,Fajar Mulia,Surabaya,2001,him 441
% Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Pasal 1 Ayat 2
% http://kamusbahasaindonesia.org/berantas.diakses tanggal 12 januari 2016 pukul 15.00WIB
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juga dapat mengganggu ketertiban umum,keamanan,kesehatan,dan nilai-nilai
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27 peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009, Tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit
Masyarakat, Pasal 1 ayat 17.

%8 Soerjono Soekanto, 2006, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, him. 7.

2 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
him. 167.



untuk menjelaskan seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan

seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.*
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*%Bambang Sunggono, 1996, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 38-39.
% Op.Cit,. Soerjono Soekanto, Metode. . .,.hal. 164.



1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum pendukung utama atau bisa

ukum._primel :
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dipublikasikan. Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti hasil

penelitian ahli hukum berupa buku atau literatur, hasil seminar, hasil

— UNfOSIEﬁSIﬁ& IkKN‘ib ik ke' artikel serta

NA.Aap 0 als ab —_

Baha \ Te

>5 m =

ala
eratu‘n

litian penulj

awancara (Interview)

diri me gg reliti-dam mengoreksi

kembali data-data yang d1 serta ‘melengkapi data yang belum lengkap

sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi di



lapangan agar data ini dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh data yang diperoleh

melalui kepustakaan umum maupun melalui penelitian lapangan akan dianalisis
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